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A. Latar Belakang Permasalahan

Tenaga kerja dan pekerja tidaklah sama artinya, meskipun dalam
masyarakat umum perihal tersebut merupakan hal yang sama, yaitu sama-
sama bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Berdasarkan uraian dari
Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa:
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat, sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan
hubungan kerja.! Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia,
istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, hal ini
dikarenakan istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia, dimana buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang
selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain seperti majikan. Secara yuridis

istilah pekerja baru ditemukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997

tentang Ketenagakerjaan.?

! Hardijan Rusli, 2003, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia, him 12-13

2 Lalu Husni, 2001, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, Cetakan ke-11, hal. 22



Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara garis besar penduduksuatu
negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukantenaga
kerja.® kelompok tenaga kerja adalah mereka yang cukup umur dan mampu
untuk bekerja, sedangkan kelompok bukan tenaga kerja adalahmereka
yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga tidakmemenuhi
syarat sebagai tenaga kerja, seperti halnya anak-anak dan lanjut usia, mereka
dikategorikan kedalam kelompok bukan tenaga kerja.

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di Indonesia,
Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang jaminan sosial bagi para
pekerja, yaitu:

1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja;

2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga

Kerja;
3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional;

5) Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

¥ Subijanto, 2011, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal
Pendidikan Dan Kebudayaan, vol 17 no 6, hal 08.
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6) Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan
melindungi, pertolongan, dan penjagaan. * Setiap perusahaan harus
memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Tak hanya
perusahaan, Pemerintah juga meberikan perlindungan hukum bagi
masyarakat, khususnya bagi rakyatnya yang bekerja dan juga bagi
perusahaan karena Pemerintah berusaha adil dalam mengayomi rakyatnya.
Bentuk perlindungan hukum dari Pemerintah untuk pekerja salah satunya
terdapat dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Selanjutnya dalam melindungi keselamatan bagi para pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya
keselamatan dan kesehatan kerja”. Selanjutnya dalam Pasal 6 menyebutkan
bahwa: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama
tanpa diskriminasi dari perusahaan”.

Perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja/pekerja merupakan
pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

* Poerwadarminta, 1999, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal.464
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Secara teori, dalam hubungan perburuhan industrial, ada asas hukum
yang mengatakan bahwa: buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang
sejajar. Kemudian istilah perburuhan disebut partner kerja, akan tetapi dalam
praktiknya kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar, dimana pengusaha
sebagai pemilik modal mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
dibandingkan tenaga kerja/pekerja. Hal ini jelas tampak dalam penciptaan
berbagai kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan dan

tenaga kerja wajib mengikuti aturan tersebut.

Aturan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja/pekerja
sangatlah penting diberlakukan dan diawasi oleh Pemerintah, dimana sering
terjadi diskriminasi atau ketidak adilan mengingat kedudukan pekerja yang
lebih rendah dari pengusaha, penulis merasa perlindungan hukum dan
jaminan sosial bagi tenaga kerja/pekerja perlu campur tangan dari
Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, agar keadilan dalam
ketenagakerjaan lebih cepat tercapai dan sila ke lima dapat terpenuhi, yaitu

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis
tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kemudian meneliti dan
mengkajinya secara lebih lanjut sebagai suatu karya ilmiah atau tugas akhir

dalam bentuk Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Jaminan

® Sehat Damanik, 2006, Outsourcing dan Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jakarta: DSS Publishing, hal.102
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Sosial Tenaga Kerja Dalam Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Di PT. Asia Pasifik Fibers Thk”.



Pembatasan Masalah

Pembatasan merupakan hal khusus yang akan dibahas sehingga
tidak melebar dalam pembahasannya, hal ini dimaksudkan agar
permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang telah diteliti, dan
menghindari banyaknya ruang yang tercantum dalam penulisan skripsi ini,
pembahasan dalam penulisan ini mengenai bentuk perlindungan hukum
jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sistem perjanjian waktu tertentu di
PT.Asia Pasifik Fibers Tbk serta hambatan dan solusi dalam pemberian

jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. Asia Pasifik Fibers Tbk.

Perumusan Masalah
Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas,
maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum jaminan sosial
ketenagakerjaan dengan sistem perjanjian waktu tertentu di PT.Asia
Pasifik Fibers Tbhk?

2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pemberian jaminan sosial

ketenagakerjaan di PT. Asia Pasifik Fibers Thk?



D. Kerangka Pemikiran

PT. Asia Pasific Tenaga Kerja
Fibers Tbk

|

v

Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu

| !

Jaminan Perlindungan
Sosial Hukum

Peran
Pemerintah

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam tabel tersebut diatas, maka

dapat dijelaskan sebagai berikut :

PT. Asia Pasifik Fibers Tbk merupakan salah satu perusahaan yang
memiliki ribuan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut meberlakukan
perjanjian kerja waktu tertentu terhadap para pekerjanya. Berdasarkan Pasal
1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan



Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan bahwa perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau

untuk pekerjaan tertentu.

PKWT membahas mengenai aturan individual tentang hubungan
yang terjadi antara pekerja/tenaga kerja dengan perusahaan/pengusaha,
seprtihalnya mengenai posisi dan jabatan, gaji pokok atau upah yang akan
diterima, fasilitas dan tunjangan yang akan diberikan saat bekerja, serta hal
lain yang fungsinya untuk mengatur hubungan kerja atau kontrak kerja
antara pekerja dengan perusahaan, dengan kata lain PKWT adalah aturan
untuk pekerja yang berstatus bukan sebagai karyawan tetap melainkan
hanya menjadi karyawan untuk waktu tertentu sesuai dengan kesepakan
antara pekerja dengan perusahaan atau yang biasa dikenal dalam masyarakat

dengan sebutan karyawan kontrak.

Selanjutnya selain PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT juga diatur
dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa:

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;



2)

3)

4)

5)

6)

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman;

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau

penjajakan.

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap;

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau

diperbaharui;

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun;

Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja
waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara

tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari

berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan
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perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali

dan paling lama 2 (dua) tahun;

7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak

tertentu;

8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri.

Para pekerja/tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan
hukum serta jaminan sosial dari perusahaan/pelaku usaha tempatnya
bekerja, dimana hal ini sudah diatur oleh Pemerintah dalam menjalankan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1)
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk

memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

Perlindungan hukum yang dilakukan perusahaan PT. Asia
Pasifik Fibers Tbk terhadap para karyawannya yakni dengan
memberikan jaminan sosial terhadap para pekerjanya, dimana pekerja
harus memberikan data yang sesuai, jadi apabila pekerja tidak
memberikan dokumen yang lengkap maka secara otomatis akan
menghambat HRD dalam melakukan proses pemberian jaminan sosial

terhadap pekerja. Dan solusi satu-satunya dalam melakukan
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pencegahan agar perusahaan tidak terhambat dalam melakukan
pemberian jaminan sosial terhadap para pekerja yakni perusahaan
terutama bagian HRD harus bersikap tegas dan selalu mengingatkan
semua para karyawan agar memberikan data yang valid dan lengkap

pada saat penerimaan karyawaan baru.

Lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial
terkait ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan berbagai program bagi tenaga kerja yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK),
jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), jaminan pensiun (JP).
Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk
pekerja formal, akan tetapi jaminan sosial ini juga berlaku bagi pekerja
mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk
sektor konstruksi yakni program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian

lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja

waktu tertentu.

Tujuan Penulisan
1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk perlindungan
hukum jaminan sosial ketenagakerjaan dengan sistem perjanjian waktu

tertentu di PT.Asia Pasifik Fibers Tbk.
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2. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan dan solusi dalam
pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan di PT. Asia Pasifik Fibers
Tbk.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti: Untuk memperdalam pengetahuan tentang
perlindungan hukum jaminan sosial tenaga kerja dalam sistem
perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Pasifik Fibers Tbk;

b. Bagi Akademis: untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan
di bidang hukum perdata yang pada khususnya mengenai
perlindungan hukum jaminan sosial tenaga kerja dalam sistem
perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia Pasifik Fibers Tbk.

2. Manfaat Praktis: Untuk memberikan informasi yang jelas dan nyata
terhadap masyarakat mengenai perlindungan hukum jaminan sosial
tenaga kerja dalam sistem perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Asia
Pasifik Fibers Thk.

Sistematika Penulisan

Agar hasil penulisan tersusun dengan rapi, maka penulis menyusun
secara sistematis dalam bentuk sistematika, adapun gambaran yang jelas
mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai

berikut:

BAB | : PENDAHULUAN
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BAB Il

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang
permasalahan yang menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul
ini, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran,

tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori
pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah,
maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini dan
terangkum dalam tinjauan umum serta tinjauan khusus, yaitu:
pengertian tenaga kerja, PT.Asia Pasifik Fibers Tbk, pengertian
jaminan sosial, pengertian perjanjian kerja waktu tertentu,

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

BAB Ill : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penggambaran metode penelitin yang akan
digunakan dalam penulisan yang meliputi beberapa metode, yaitu
menjelaskan tentang tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber
data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan
metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi

ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA
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Bab ini merupakan bab yang utama karena memuat hasil penulisan
dan analisis data dari permasalahn dalam penulisan ini yaitu:
bentuk perlindungan hukum jaminan sosial ketenagakerjaandengan
sistem perjanjian waktu tertentu di PT.Asia Pasifik Fibers Thk. Dan
hambatan dan solusi dalam pemberian jaminan sosial

ketenagakerjaan di PT. Asia Pasifik Fibers Tbk.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penulisan dan point-point penting
serta berisi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang

telah diuraikan dari bab-bab yang sebelumnya serta daftar pustaka.
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